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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan tulang punggung bagi pendapatan negara Indonesia.

&ekltar 80% pendapatan negara berasal dari pajak. Besarnya persentase tersebut
fenandakan bahwa peneriman negara sangat bergantung pada besarnya
@enerlmaan dari sektor pajak. Oleh karena itu, sangat penting bagi rakyat untuk
Wegenal dan membayar pajak untuk meningkatkan angka ratio penerimaan pajak
gupramono, 2010).
f Pajak sendiri menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 merupakan kontribusi
Wajlb kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
wiemaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
fecara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
Eemakmuran rakyat. Pajak  dapat, dipungut atau, dipgtong dari pendapatan atau
K '_ berguna watdk pembangunan nasionall

genghasilan wajib pajél s}

Jika ditinjau damaeiis lembaganya; terdlapat 2nighis tPajek yaitu, Pajak
Busat dan Pajak Daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh
aemerlntah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang penggunaannya untuk
&embiayai kegiatan negara yang sudah tertuang dalam APBN. Sementara itu
Bajak daerah adalah pajak yang dipergunakan untuk keperluan daerah yang
merupakan hasil dari kontribusi wajib pajak daerah tersebut. Salah satu pajak
pusat adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) dan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN).

Pajak penghasilan pasal 22, selanjutnya disingkat PPh Pasal 22,
merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah. Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-
lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang
dan badan badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan
dengan kegiatan bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Sedangakn PPN
atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor
gleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen
akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap
proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan
Kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut (Ernawati, 2018).

1uel

Setiap badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya dikenakan PPh
Pasal 22 dan PPN adalah Wajib Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
tahun 2007, setiap Wajib Pajak di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan
atau pencatatan. Penyelenggaraan pembukuan ataupun pencatatan memiliki tujuan
untuk  mempermudah setiap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Selain itu tujuan penyelenggaraan pembukuan adalah untuk
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mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib
Pajak (Pohan, 2016).

PT Pertamina adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan
minyak, gas, dan panas bumi. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT
Pertamina adalah Wajib Pajak Badan yang dalam kegiatan usahanya akan
dikenakan PPN serta PPh Pasal 22. Dan sesuai dengan peraturan perpajakan
sebagal Wajib Pajak PT Pertamina wajib menyelenggarakan pencatatan dan
pembukuan. Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan
prakigk) kerja lapangan dan mengetahui bagaimana pencatatan akuntansi atas
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan mengambil judul
“Akunénsi Perpajakan PPh Pasal 22 dan PPN PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat”

1.2 Rumusan Masalah

w ey}dio

1. Bagaimana Perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian dan penjualan
Pl=Pertamina (Persero) Kantor Pusat?

2. Bdgaimana Mekanisme Pengkreditan Pajak serta Pelaporan PPh Pasal 22 dan
PF%’\I atas pembelian dan penjualan PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat?

3. Bagaimana Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian dan

1.3 Tujuan Penelitian

obog ue

1. I\/I\e'nguraikan Perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian dan
penjualan didalam negeri PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat.

2. Menguraikan Mekanisme Pengkreditan Pajak serta Pelaporan PPh Pasal 22
dan PPN atas pembelian dan penjualan didalam negeri PT Pertamina (Persero)
Kantor Pusat.

3. Menguraikan Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian dan
penjualan didalam negeri PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat.

4. Menguraikan Koreksi Fiskal PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian dan
penjualan didalam negeri PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
~a. Bagi Penulis
i Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana penulis untuk
mengimplementasikan  pengetahuan  penulis terkait akuntansi
perpajakan PPh Pasal 22 dan PPN.
~Db. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literasi perusahaan
dalam melakukan proses akuntansi perpajakan PPh Pasal 22 dan PPN.
2. Manfaat Teoritis



‘gd| Wizt bdun} undodp Ynjuag WP 1Ul SN PAIDY YnIn[as hb3o upIBoges YoAungaduau Upp ubyuNWNBUIW BUDID|I] T

*dd| 1olom BupA ubbuuaday unyibniaw Hopij undijnbuad °q

*yojpsow n3ons uphplul} NI YiLY ubsijnuad ‘upiodo] ubunsnAuad ‘Yoiwi PAIY ubsiinuad ‘ubijieuad ‘upyipipuad ubbunuaday yniun pAupy uodiznbuad ‘O

Buppun-6ubpun 1BUNPUII LIAID HOH

:1aqUINS UDYINCRAUSL UDP UDYLINUDIUSLW bAUD} 1Ul SIjN3 PAINY Ynin[as Nbjo upibogas dignbuau BunIp|Iq ‘|

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap
akuntansi perpajakan PPh Pasal 22 dan PPN di perusahaan minyak, gas, dan
panas bumi, PT Pertamina (Persero).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak
& Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
@-ndang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa
Secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum
antuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untukmencapai
sejahteraan umum.
~  Menurut Undang-Undang Nomor 16Tahun 2009 tentang Ketentuan
mum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib

kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
ﬁaemaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara
fangsung dan digunakan untuk keperluan negara ,bagi sebesar-besarnya
Eemakmuran rakyat. s%;f
& Menurut MardigSmaf(2016), pajak ad lgh iuran rakyat Kepada kas negara
Berdasarkan  undang-Ufitiang @Sﬂzeléﬁna%fa an a&ﬂ&#ﬁgﬁﬁa "ﬁec‘ndapat jasa
H#mbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan
antuk membayar pengeluaran umum.
S Berdasarkan pengertian pajak tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
Pajak memiliki unsur-unsur pokok yaitu:

1. luran dari rakyat kepada negara

2. Digunakan untuk keperluan negara

3. Berdasarkan undang-undang

4. Dapat dipaksakan

5. Tanpa jasa timbal

~
~
3

2.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019:3) fungsi pajak dibagi menjadi 2 fungsi, yaitu:

1. Fungsi Budgetair
Pajak merupakan satu sumber penerimaan pemerintah untuk
membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai
sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang
sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh
dengan cara ekstentifikasi maupun intensifikasi.

2. Fungsi Mengatur (regulerend)
Pajak sebagai alat untu mengatur atau  melaksanakan
kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi, serta
mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan



